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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil wawancara, observasi lapangan dan,telaah dokumen, 

peneliti melakukan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka peneliti 

dapat menyimpulkan sebagai berikut :  

1. Kurangnya dukungan anggaran pada masing – masing UPP menjadi 

kendala dalam optimalisasi implementasi kebijakan PermenPANRB 

No.16 Tahun 2017. 

2. Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan forum konsultasi 

publik juga menjadi faktor kendala kurang optimal implementasi 

kebijakan PermenPANRB No.16 Tahun 2017. 

3. Kurangnya komitmen pimpinan unit penyelenggara pelayanan publik 

juga menjadi faktor kendala kurang optimal implementasi kebijakan 

PermenPANRB No.16 Tahun 2017. 

Adapun strategi yang dilakukan dalam menjawab pertanyaan rumusan 

permubasalah yang kedua adalah dengan melakukan beberapa langkah-langkah 

sebagi berikut : 

1. Melakukan revisi terhadap peraturan Menteri PANRB no. 16 tahun 2017 

2. Membuat surat edaran Menteri (SE) agar semua UPP melaksanakan FKP 

dan penekanannya sebagai indicator penilaian reformasi birokrasi (indek 

RB) dan wajib menyampaikan pelaporan dan tindak lanjut pelaksananya 

dengan menetapkan batas akhir penyampaian laporan. 

3. Melakukan sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis pelaksanaan dan 

penyusunan pelaporan FKP pada UPP yang belum melaksanakan FKP dan 

menyampaikan laporannya sebagai skala prioritas kegiatan pada Asisten 

Deputi Pemberdayaan Masyarakat. 

4. Masing-masing UPP wajib menyusun usulan anggaran pelaksanaan 

kegiatan FKP menjadi skala prioritas anggaran. 
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5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan FKP pada masing-masing 

UPP dan memberikan rekomendasi atas pelaporan yang di sampaikan, serta 

pemberian reward dan sangsi bagi UPP dalam rangka mendorong kepatuhan 

terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

B. Saran 

Saran dan rekomendasi optimalisasi implementasi kebijakan Peraturan Menteri 

No.16 Tahun 2017 berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran -

saran, sebagi berikut : 

1. Perlu dibuatkan revisi Permenpanrb tentang pedoman penyelenggaran 

FKP pada UPP. 

2. Perlu dibuatkan surat edaran (SE) yang menekanan pada masing-masing 

UPP  pelaksanaan FKP sebagai usulan anggaran pada program kegiatan 

priorital yang harus dilaksanakan. 

3. Pengembangan kapasitas SDM pelaksana kegiatan FKP melalui bimtek 

pelaksanaan dan penyusunan pelaporan FKP 

4. Mendorong komitmen masing-masing pimpanan kepala UPP untuk 

melaksanakan FKP sebagai penilaian kinerja (indicator indek RB) dalam 

upaya peningkatan kualitas pelayanan publik 

5. Sosialisasi, pendampingan, dan bimtek tentang FKP lebih masiv pada 

masinf-masing UPP yang belum melaksanakan FKP  
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